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ABSTRAK 

 

 Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi 

perekonomian suatu Negara. Disinilah banyak sekali potensi yang bisa 

dikembangkan, salah satu nya ialah pemanfaatan kotoran ternak yang 

dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kemudian ada bebrapa potensi lokal 

juga yang dpat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Wonomarto 

Kabupaten Lampung Utara antara lain daun kelor dan buah pare yang 

di ubah menjadi keripik. Maka dengan itu BUMDes Swdesa Artha 

Mandiri hadir ditengah tengah masyarakat, bertujuan untuk 

memberdayaka masyarakat dan dapat mengembangkan kapasitas 

masyarakat. Maka dengan itu BUMDes Swadesa Artha Mandiri 

membentuk kelompok usaha, agar memudahkan masyarakat dalam 

menjalankann aktivitas nya seperti memanfaatkan ternak kotoran 

kambing,daun kelor dan buah pare. Rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik 

Desa) Swadesa Arta Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di 

Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran data 

lengkap yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Untuk menentukan Partisipan, menggunakan teknik Purposive 

sampling. Partisipan ini berjumlah 15 orang. Dalam pengumpulan data, 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan 

bahwa proses pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes berjalan 

dengan baik melalui tahap-tahap Penyuluhan, Pembentukkan 

Kelompok Usaha, Pelatihan dan Pendampingan, maka dengan ini  

masyarakat di Desa Wonomarto kabupaten Lampung Utara 

memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah tersebut dengan 

memanfaatkan kotoran ternak kambing untuk dijadikan sebagai Pupuk 

Kompos,daun kelor yang di olah menjadi  keripik daun kelor serta buah 

pare yang di ubah menjadi keripik pare.  

 

Kata Kunci. Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) 
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MOTTO 

 

                         

                             

                

 

  Artinya:“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS Ar-Rad’u: 

11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Penegasan Judul 

  Berdasarkan penjelasan judul ini penulis akan menjabarkan 

tentang isi Skripsi yang akan penulis teliti, dalam hal ini judul yang 

penulis maksud adalah: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri 

Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara. Maka dalam 

penjelasan skripsi ini  agar tidak terjadi kekeliruan dan 

kesalahpahaman yang terdapat di dalamnya penulis akan 

sedemikian rupa menjelaskan segala kandungan yang terdapat di 

dalam skripsi ini,adapun beberapa istilah yang akan penulis 

jelaskan yaitu  

    Pemberdayaan Masyarakat adalah proses partisipatif yang 

memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk 

mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan 

kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah 

tersebut.
1
 Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 

kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain 

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat
2
 Pemberdayaan Masyarakat adalah Peningkatan 

kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar 

dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua 

bentuk usaha kesejahteraan social.
3
 

         Pemberdayaan masyarakat juga menekankan pada proses, 

bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena 

itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah seberapa 

                                                             
1Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan 

Publik, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.61. 
2
 Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan 

Publik,….,h.51 
3Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat,  (Bandung: 

Humaniora, 2008) h. 96 



2 

 

besar partisipasi atau keberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat 

dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan 

pemberdayaan masyarakat tersebut. 
4
 

          Menurut penulis dapat disimpulkan, Pemberdayaan 

Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta 

memanfaatkan sumberdaya melaluyi penetapan kebijakan , 

program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Begitu pula yang 

dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) yaitu upaya yang dilakukan oleh pengelola 

BUMDes dan Pemerintah Desa Dengan mengadakan pelatihan 

untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga 

masyarakat mampu dalam meberdayakan dirinya sendiri.  

      Kemudian  BUMDes memanfaatkan potensi lokal yang 

berada di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung utara, maka 

potensi local yang ada di desa tersebut yaitu ternak kambing, 

dengan adanya ternak kambing yang sudah ada , masyarakat 

memanfaatkan kotoran kambing itu untuk dijadikan sebagai pupuk 

kompos, yang nantinya akan dijual di pasaran. Masyarakat tersebut 

memang sudah terbentuk menjadi sebuah kelompok ternbak 

kambing, yang kemudian diberikan pelatihan dan pembinaan.  

Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) adalah sebuah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan 

pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 

dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.BUMDes 

merupakan lembaga yang mampu membantu masyarakat dalam 

berbagai hal/kegiatan antara lain memenuhi kebutuhan sehari-

hari,menciptakan lapangan pekerjaan dalam pengelolaan potensi 

lokal yang ada dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam 

                                                             
4Haryono Suryono, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: 

Alfabeta, 2013) h. 51 



3 

 

pemanfaatan potensi lokal yang ada.
5
 BUMDes menurut Undang-

Undang No.32  Tahun 2004 tentang pemerintahan desa didirikan 

antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah  

(PADES). Melalui lembaga BUMDes membantu kebutuhan dana 

masyarakat, selain itu bumdes berfungsi menumbuh suburkan 

kegiatan pelaku ekonomi di pedsaan.Pendirian Bumdes tersebut 

harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung 

oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yng  memfasilitasi dan 

melindungi usaha   yang dilakukan masyarkatdari ancaman para 

pemodal besar. 

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang di 

dirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya 

peningkatan pendapatan masyarakat.Berkenaan dengan 

perancanaan dengan pendiriannya,BUMDes di bangun atas dasar 

prakarsa dan partisiasi masyarakat.BUMDes merupakan 

perwujudan partisipasi masyarakat desa secara 

keseluruhan,sehingga tidak menciptakan peluang usaha yang di 

hegemoni oleh beberapa kalangan,artinya dalam tata 

pengelolaannya dengan sistem kelembagaan yang solid,penguatan 

kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tatanan peraturan 

yang mengikat seluruh anggota.
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penulis maksud disini, 

“Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha 

Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten 

Lampung Utara, upaya dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, mkemampuan, kesadaran dan 

kemandirianmasytarakat dalam mengelola potensi local yang 

berada di wilayah tersebut, melalui pelatihan sehingga dapat 

menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang beada di 

Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara denbgan 

memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat sehingga 

                                                             
5 Ahmad Dian, Badan Usaha Milik Desa – Ciri ciri, Tujuan, Landasan Hukum, 

Jenis Usaha, https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa, 

di akses pada tanggal 20 Januari 2017 
6Nur Fatin, Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya, http://seputar 

pengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-|bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html, 

28 Juli 2018 
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masyarakat bisa menjadi lebih mandiri tanpa bergantung kepada 

orang lain. Dengan itu Realitas yang ada bahwa BUMDes Artha 

Mandiri , memberikan kontribusi kepada masyarakat di Desa 

Wonomarto yang tidak memiliki pekerjaan , maka dengan itu 

masyarakat berkontribusi dengan kegiatan yang diadakan oleh 

BUMDes. Kegiatan tersebut anatara lain Pembentukkan 

kelompok, sekaligus memberikan pemahaman pembinaan dan 

pelatihan dalam memanfaatkan potensi local yang ada. Seperti 

memanfaatkan kotoran ternak kambing yang dijadikan sebagai 

pupuk kompos. Dalam pembentukkan kelompok masyarakat yang 

berkontribusi berjumlah 15 orang yang ikut berpartisipasi. 

BUMDes juga memberikan bantuan , kepada masyarakat berupa 

kambing, yang nantinya kambing tersebut diternak dan 

dimanfaatkan olerh masyarakat local yang betujuan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat.  

 

B. Latar Belakang Masalah    

        Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah 

untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya 

dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka 

harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi 

alam sebaikbaiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya berupa 

pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar dapat 

memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Peningkatan 

kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang 

dapat dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya 

pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia 

sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Setiap wilayah 

memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi 

tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf 

perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang 

mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi 

alam yang ada. 

      Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi 

perekonomian suatu negara. Disinilah banyak potensi yang bisa 

dikembangankan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang 



5 

 

tersedia di dalamnya. Pengembangan basis ekonomi dipedesaan 

sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah semanjak orde 

baru, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal. 

Salah satu faktor yang yang paling dominan adalah peran 

pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan 

inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan 

potensi lokal. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi 

dipedesaan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada 

ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga membuat 

masyarakat tidak mandiri. 

        Banyaknya potensi didesa dapat menambah penghasilan 

masyarakat namun dalam tahun pertama hasil sumber daya alam 

pengalami penurunan harga, bahkan ada yang turun setengah harga 

dari harga awal, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi petani di 

wilayah tersebut seperti petani Singkong, Jagung, Semangka. Selain 

itu juga masyarakat juga kurang memanfaatankan sumberdaya alam 

secara maksimal dan hanya mengelola hasil sumberdaya local 

,dengan demikian banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya dan membutuhkan adanya penanganan dalam 

memanfaatkan sumberdaya Lokal secara maksimal.
7
 

        Sebagai proses di dalam pembangunan, pemberdayaan merujuk 

pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan 

keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat. 

Para teoritis, seperti Seeman, Seligman dan Learner yang dikutip 

oleh Edi Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami 

oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses 

internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan 

masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan 

tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya 

demikian.”
8
 

        Proses pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai subjek 

pembangunan yang memiliki kemampuan meskipun sedikit. Sebagai 

subjek masyarakat, harus menjadi pelaku dan penentu keputusan 

                                                             
7
 Hasil Observasi di Desa Wonomarto, 18 Mei 2019  

8Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: 

Refika Aditama, Cetakan ke-lima, 2014)  
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dalam proses perencanaan agar mereka lebih berdaya dan 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan. 

Namun, kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian 

dan perencanaan masih serba sedikit, apalagi untuk masyarakat 

pedesaan mereka harus dibantu, didorong, didampingi dan 

ditingkatkan kemampuannya karena masyarakat pedesaan masih 

sulitnya menerima budaya modernisasi, sulit menerima teknologi 

baru, tidak mempunyai motivasi kuat dan cukup dengan pemenuhan 

kebutuhan kebutuhan pokok yang paling dasar. 

        Peraturan desa antara lain bertujuan untuk mendorong prakarsa, 

gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan 

potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, memajukan 

perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional.9 Namun saat ini masih sedikit desa yang 

mampu mengembangkan potensinya, hal ini disebabkan selama ini 

desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga 

sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. 

Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia didesa disebabkan 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam 

pengelolaan potensi alam secara maksimal. 

        Berdasarkan Undang-undang No.6 tentang Desa tahun 2014 

pasal satu yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
9
 

         Penjelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa 

pemerintah memberikan kebijakan kepada desa atau nama lainnya 

mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat. Berbagai cara telah digunakan oleh 

pemerintah untuk memajukan desa agar tidak selalu tertinggal dan 

diremehkan dan tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun 

                                                             
9 Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1 , tahun 2014, 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf  
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mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Oleh 

karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan 

mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satu 

upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan 

kewirausaan desa yang diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) yang di dikembangkan oleh pemerintah pusat dan 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat didesa. BUMDes 

merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar 

kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan 

pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi 

masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi 

masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan 

model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat 

desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme 

kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan 

terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one 

for all).
10

 

          Istilah BUMDes tersebut juga pertama kali muncul melalui PP 

No 72/2005 tentang pemerintah desa. Upaya tersebut kemudian 

dipertegas melalui undang-undang no.6 tahun 2014 yang berbunyi: 

“Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa 

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” 

Sebagi lembaga usaha desa, BUMDes dikelola oleh masyarakat dan 

pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang disepakati 

melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.
11

 

                                                             
10 Nur Fatin, Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya, 

http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-
terbentuknya.html di akses pada tanggal 17 Agustus 2021 

11Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1, tahun 2014, 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf  
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BUMDes berfungsi untuk menstimulus, memfasilitasi, dan 

melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat pedesaan. Bumdes berperan mengatur perekonomian 

yang ada didesa sehingga BUMDes dibangun sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat desa. Masyarakat itu berperan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 

Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten 

Lampung Utara merupakan desa yang dikenal dengan wilayah yang 

memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian 

yang baik pula dan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sejak tanggal 28 April 2016 dengan nama Badan Usaha 

Milik Desa Swadesa Artha Mandiri. BUMDes disini memiliki unit 

simpan Pinjam, Pengelolaan pasar, dan Unit usaha yang berbahan 

dasar dari potensi alam yang ada di daerah tersebut seperti 

Singkong, Jagung dan Semangka.  

 Pemerintah Desa di Desa Wonomarto mendirikan BUMDes 

berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagai upaya pendayagunaan 

potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar, sosial, budaya dan 

alam, mampu dikelola sebesar-besarnya oleh desa khusus untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa Wonomarto 

merupakan Daerah yang berada tidak jauh dari sarana transportasi 

dan wilayah nya mudah dijangkau maka dari itu pemerintah 

berinisiatif untuk mendirikan atau membangun BUMDes di Daerah 

tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan daerah 

tersebut
12

 

Untuk meningkatkan perekonomian di Desa Wonomarto maka 

BUMDes Swadesa Artha Mandiri memberdayakan masyarakat 

dengan mengelola potensi yang ada di wilayah tersebut. Mayoritas 

mata pencaharian penduduk dengan adanya BUMDes Swadesa 

Artha Mandiri masyarakat juga mengelola potensi local seperti 

ternak kambing yang mana kotoran kambing dijadikan sebagai 

pupuk kompos di jual namun dengan adanya BUMDes masyarakat 

diberikan pelatihan dan diberikan modal untuk mengelola potensi 

                                                             
12

 Hasil Observasi di Desa Wonomarto, 18 Mei 2019 
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local tersebut agar dapat menambah nilai jual, seperti dijadikan 

kotoran kambing sebagai pupuk kompos yag nanti nya dijual di 

pasaran.  

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penulis maksud studi 

tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan 

Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto 

Kabupaten Lampung Utara.bahwa upaya BUMDes dalam 

memberdayakan masyarakat dengan memberikan kegtiatan dan 

bantuan seperti kambing bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat, kemudian kambing yang diberikan oleh 

pihak BUMDes Swadesa Artha Mandiri itu di ternak oleh 

masyarakat setempat dan dimanfaatkan kotoran kambing dan 

dijadikan sebagai pupuk kompos.  

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Fokus dan Sub Fokus Penelitian padea penelitian ini 

terkait pada Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam 

memanfaatkan potensi lokal di Desa Wonomarto Kecamatan 

Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara., sehingga dari hal 

ini dapat diketahui sub fokus pada penelitian ini yaitu BUMDes 

Swadesa Artha Mandiri dalam memberikan kegiatan berupa 

Pelatihan Pembinaan dan Pendampingan. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah di 

atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah 

sebagai berikut: Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui BUMDes Swadesa Artha Mandiri dalam Pengembangan 

Life Skill Di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti 

memiliki tujuan Untuk Mendeskripsikan Proses Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui BUMDes Swadesa Artha Mandiri dalam 

Pengembangan Life Skill Di Desa Wonomarto Kabupaten 

Lampung Utara. 
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F.    Manfaat Penelitian  

   Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritis karya penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang pemberdayaan 

Masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes).  

2. Secara praktis diharapkan untuk memberi masukan pada 

Instansi dan Organisasi Masyarakat setempat untuk membantu 

daerah daerah tertentu untuk lebih mandiri dengan 

Pemberdayaan Masyarakat melalui badan usaha milik desa 

(BUMDes). 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang 

Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes sebenarnya sudah 

banyak diteliti oleh peneliti lainnya. Selain itu dalam referensi ini 

dibutuhkan beberapa referensi yang di antaranya Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan sebagai bentuk pengkayaan akan referensi 

yang diteliti gunakan sebagai dasar dan penguat untuk penelitian 

ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai 

pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syafrida yang berjudul 

“ pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) di desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tangjung 

Morawa Kabupaten Deli Serdang”, (2018), Program Studi Ilmu 

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi ini 

mendeskripsikan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat 

desa di desa Dalu X A, penelitian ini menggunakan teori 

pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 pendekatan utama 

tujuan upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat 

yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok. Hasil 

penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui 

BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan 

beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 
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adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga 

toko lain. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M.Atsil M.A, yang 

berjudul “ Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, (2017), Mahasiswa 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri raden Intan 

Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang proses 

pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pengelolaan 

BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat 

dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga 

merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu 

pengelolaan pasar, pengolahan unit usaha produktif rumah 

tangga dan unit jasa lainnya. Dengan adanya BUMDes menjadi 

sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Satika Rani, yang 

berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut 

persepektif ekonomi Islam study pada BUMDES Karya Abadi 

di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten 

Lampung Selatan”. (2018).mahasiswa jurusan Ekonomi 

Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini 

mendeskripsikan tentang peran dan kontribusi BUMDES 

terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif 

Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini 24 menunjukan bahwa 

BUMDES Karya Abadi Mulya Sari cukup berperan dan 

berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat 

dikatakan maksimal, yakni masih adaya ketimpangan 

kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. 

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa 

memang pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) memiliki Manfaat yang bagus untuk 
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masyarakat dan juga menambah peluang untuk masyarakat 

dalam meningkatkan ekonominya sehingga mampu 

memandirikan masyarakat. Dalam penelitian di atas terdapat 

kesamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti 

tentang Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes hanya 

saja dalam penelitian penulis ini yang menjadi fokusnya adalah 

pemberdayaan masyarakat yang menggunakan tahapan 

pemberdayaan yang dimulai dari seleksi wilayah hingga 

pemandirian masyarakat 

 

H. Metode Penelitian  

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh 

hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini akan 

mengurai metode penelitian yang digunakan:  

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini mempergunakan data yang dinyatakan verbal 

dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan 

pengujian hipotesis tidak berdasarkan stastistik, melainkan 

dengan pola hukum tertentu menurut hukum logika.
13

 

   Penelitian kualitatif memanfaatkan data dilapangan 

untuk verifikasi teori yang timbul dilapangan dan terus 

menerus secara disempurnkan selama proses penelitian 

langsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu 

penelitian kualitatif  adalah penelitian yang menggunakan 

latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan yang telah dilakukan dengan jalan yang 

melibatkan berbagai metode yang ada
14

 

  Jadi, dalam penelitian ini penulis mengumpulan data 

dengan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa 

Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung 

Utara Penulis berinteraksi face to face dengan Pengurus 

Kelompok Ternak/.Anggota Masyarakat dan Pengurus 

                                                             
13

 Marzuki, Metodologi Riset , (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 15 
14Sanapiah Faisal, Format Format Penelitian Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010) h. 29  
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BUMDes Swadesa Artha Mandiri. Penulis mengumpulkan 

data sendiri, data didapatkan dari berbagai sumber, peneliti 

mengolah tema-tema menjadi serangkaian tema yang utuh, 

peneliti fokus mempelajari makna yang disampaikan 

partisipan, proses penelitian berkembang secara dinamis 

sesuai dengan keadaan dilapangan, peneliti menggunakan 

persepektif teoreitis terutama persepektif pemberdayaan 

perempuan, peneliti menafsirkan penemuan dilapangan, dan 

memberikan gambaran secara kompleks dari penelitian.  

  Penelitian ini merupakan lapangan (Field Research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan 

mendalam dengan mengangkat data dilapangan  

2. Desain Penelitian  

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu Penelitian 

yang bermaksud membuat pencandraan (Diskripsi) mengenai 

Situasi-Situasi atau Kejadian. Penelitian ini mencandra 

mengenai situasi atau Kejadian-Kejadian, sifat populasi atau 

daerah tertentu dengan mencari informasi factual, justifikasi 

keadaan, membuat evaluasi sehingga memperoleh gambaran 

yang jelas.
15

  

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuannya yaitu untuk membuat 

diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan 

akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini, penulis hanya 

mengemukakakan dan menggambarkan secara apa adanya 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha 

Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto 

Kabupaten Lampung Utara.  

 

 

                                                             
15 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung, Tarsito, 1995), h.98 
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3. Tempat dan Partisipan Penelitian  

         Penelitian ini dilakukan di Desa Wonomarto Kecamatan 

Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. ini juga 

melibatkan Kelompok Ternak/Anggota Masyarakat dasn 

Pengurus BUMDes Populasi berjumlah 15  Orang yaitu 

Kelompok Ternak berjumlah 10 Orang dan Pengurus 

BUMDes Swadesa Artha Mandiri berjumlah 5 Orang, jadi 

untuk Sampel 4 Orang yang terdiri dari Ketua BUMDes 

Swadesa Artha Mandiri, Ketua Kelompok Ternak dan 2 

Anggota Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai 

petani 

         Partisipan adalah orang yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan.
16

 Pemilihan partisipan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria 

kriteria tertentu. Pemilihan partisipan pada penelitian ini 

dipilih sesuai dengan kriteria kriteria dalam penentuan sampel 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketua BUMDes Swadesa Artha Mandiri, 

2. Ketua Kelompok Ternak 

3. Anggota Masyarakat yang bermata pencaharian 

sebagai petani 

Berdasarkan kriteria tersebut maka peneliti 

menentukkan partisipan sebanyak 15  Orang yaitu Kelompok 

Ternak berjumlah 10 Orang dan Pengurus BUMDes Swadesa 

Artha Mandiri berjumlah 5 Orang, jadi untuk Sampel 4 Orang 

yang terdiri dari Ketua BUMDes Swadesa Artha Mandiri, 

Ketua Kelompok Ternak dan 2 Anggota Masyarakat yang 

bermata pencaharian sebagai petani. 

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Salah satu langkah yang penting dalam penelitian 

adalah proses pengumpulan data. Untuk mendapatkan data 

                                                             
16Muh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005) h. 

54. 
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dan informasi yang sesuai dan relevan, penulis menggunakan 

beberapa metode penelitian sebagai berikut: 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan untuk mrelanjutkan suatu 

penelitian.  

 Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.
17

Dalam hal ini, 

pastinya peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian 

untuk mengamati secara langsung kegiatan membuat 

Pupuk Kompos dengan memanfaatkan potensi lokal 

sepeerti kotoran ternak kambing yang ada di lapangan. 

Penelitian menggunkan observasi Non partisipan yang 

mana observasi dilakukan pada saat tidak berlangsungnya 

suatu peristiwa yang akan diselidiki. 

Macam-macam observasi yaitu diantaranya, 

Observasi Partisipan, Observasi Non Partisipan dan 

Observasi Kuasi Partisipasi, dengan itu Penelitian ini 

menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi 

yang dilakukan pada saat tidak berlangsung nya suatu 

perisitiwa yang akan diselidiki.  

 Metode ini digunakan untuk menggali data terkait 

proses berlangsung nya kegiatan dalam membuat Pupuk 

Kompos dengan memanfaatkan potensi lokal sepeerti 

kotoran ternak kambing yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan pendapatan 

masyarakat. 

 

 

                                                             
17Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta, Bumi 

Aksara,1997), h.98 
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b. Metode Interview 

Metode interview atau wawancara merupakan 

cara pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan tujuan  

penelitian.
18

 Metode interview ini merupakan metode 

yang utama yang penulis gunakan dalam pengumpulan 

data Dalam wawancara, (peneliti dapat melakukan face to 

face interview wawancara berhadap-hadapan) dengan 

partisipan, meweawancarai mereka yang terlibat di dalam 

penelitian ini yang terdiri  orang partisipan. Wawancara-

wawancara seperti itu tentu saja memerlukan pertanyaan-

pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan 

bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan 

pandangan dan opini dari paratisipan. 

Dalam pelaksanaan interview menggunakan 

interview bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan 

pertanyaan bebas kepada interviewer. Jadi yang dimaksud 

adalah pedoman (interview guide) yang menjadi catatan-

catatan pokok yang telah diarahkan kepada 

persoalan.Sehingga diharapkan wawancara yang 

dilakukan lebih luwes dan data yang diungkap lebih 

mendalam.
19

 Peneliti melakukan interview kepada 

partisipan untuk menggali data yang akurat. Interview 

yang peneliti lakukan kepada Pengurus BUMDes 

Swadesa Artha Mandiri dan Kelompok Ternak. 

 

c.  Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode dengan 

teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan 

catatan mengenai data tentang kegiatan membuat Pupuk 

Kompos dengan memanfaatkan potensi lokal sepeerti 

kotoran ternak kambing yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan pendapatan 

masyarakat.Data ini dibutuhkan guna melengkapi data 

                                                             
18Marzuki, Metodologi Riset…., h. 66 
19Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian…,h..67 
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lapangan yang peneliti dapatkan, maka penulis 

melengkapinya dengan metode dokumentasi yang 

berbentuk tulisan dan catatan yang mendukung dalam 

memperoleh suatu data BUMDes Swadesa Artha Mandiri 

baik itu seperti sejarah berdirinya lembaga, struktur 

organisasi, program program yang dibuat serta 

pelaksanaan kegiatan lainnya. 

 

5. Analisis Data  

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian 

dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan 

materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk 

menginkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan 

untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti 

temukan kepada orang lain.
20

 Menurut Mileas dan 

Hubernman sebagaimana dikutip oleh Emzir  mengemukakan 

terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. 

a. Reduksi Data 

Emzir mengemukakan, Reduksi data dapat 

diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 

kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses 

reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-

pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana 

hendak dibuang. Mana merupakan ringkasan, dan cerita-

cerita yang sedang berkembang. 

 

b. Penyajian Data  

Emzir mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan 

informasi yang terus memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

demikian penulis dapat menentukan penarikan 

                                                             
20Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data) (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2010), h. 85 
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kesimpulan yang diperoleh dari sekumpulan informasi-

informasi dalam proses penelitian.  

 

c. Vertifikasi Data 

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah 

menarik kesimpulan/vertifikasi dari suatu data. 

Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul 

sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya 

kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarihan ulang yang 

digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan 

pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah 

dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang 

penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara 

induktif”.
21

 

 

6.  Pemeriksaan Keabsahan Data  

         Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji 

kredibilitas data, uji   transferability, uji dependability, dan uji 

confirmability. Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan 

uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas 

data dilakukan dengan triangulasi. 

         Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data., yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan 

Pengurus BUMDes Swadesa Artha Mandiri dan Kelompok 

Ternak 

 

 

                                                             
21Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)…., h.195 
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I. Sistematika Pembahasan  

     Sistematika pembahasan dalam ini bisa penulis maksudkan pada 

BAB 1 yang terdiri dari beberapa komponen seperti contoh nya 

latarbelakang dengan munculnya Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta 

Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara. merupakan 

salah satu Lembaga yang berhasil melakukan upaya pemberdayaan 

masyarakat melalui pelatihan dalam memnproduksi pupuk kompos 

dengan kotoran kambing sehingga memunculkan rumusan masalah 

pada Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui. BUMDes (Badan 

Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto 

Kabupaten Lampung Utara dengan tetap menggunakan metode 

kualitatif yang harus memaksimalkan banyak nya muatan teori 

yang dapat menjadi rujukan referensi untuk menganalisis dan 

berikutnya mencari data temuan yang setelah nya dari penelitian ini 

akan penulis tuangkan pada BAB III dari hasil pengumpulan data 

tersebut, baik itu dari wawancara, observasi bahkan hasil 

dokumentasi, setelah itu hasil dari penemuan dapat di analisis BAB 

IV terkait dengan  teori BAB II dan temuan data pada BAB III 

maka dapat dipadukan, seingga kegiatan ilmiah ini dapat terlibat 

secara sistematis untuk mencari korelasi keduanya antara teori dan 

fakta temuan pada yang nantinya juga akan sampai pada 

kesimpulan dan saran di BAB V yang merupakan terjemahan dan 

penilaian subjektif penulis dari variable atau definisi operasional. 
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BAB II 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BUMDES SEBAGAI 

LEMBAGA (INSTITUSI) MASYARAKAT 

 

A. Konsep Pemberdayaan Masyrakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Sumodiningrat: “Pemberdayaan 

Masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang 

mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa 

menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu 

masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang 

menaruh kepedulian sebagai pihak yang membedayakan.”
22

 

Menurut Ginanjar Kartasasmita Pemberdayaan 

Masyarakat adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, 

dengan mendorong, memotivasi  dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimilikinya berupaya untuk 

mengembangkannya, selanjutnya upaya tersebut diikuti 

untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri.
23

 

    Pemberdayaan adalah sebuah upaya membangun 

kemampuan maasyarakat dengan mendorong, memotivsi, 

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi 

sebuah tindakan nyata.
24

 

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai 

proses pembangunan sekelompok orang atau masyarakat 

dengan cara mengembangkan kemampuan masyarakat, 

memprakarsai, perubahan perilaku masyarakat. Dan 

pengorganisasian masyarakat, sehingga masyarakat 

mempunyai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta 

                                                             
22Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2013), h.52  
23Totok Mardikanto, Poeworko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Persepektif Kebijakan Publik, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 53 
24 Zubaidi, Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktek, ( kencana 

Prenada Media Group, Jakarta ,2013 ),ed.ke-1 h.24 
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dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada 

dilingkungan sekitar mereka.
25

 

Didalam upaya pemberdayaan Masyarakat dapat 

dilihat dari 3 sisi yaitu pertama, menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. 

Disini titik tolak nya adalah pengenalan bahawa setiap 

manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yangh sama 

sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.  

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, 

dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimilikiny serta berupaya 

untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi 

atau daya yang dimiliki masyarakat. Didalam rangka ini 

diperlukan langkah langkah lebih positif, selain dari hanya 

menciptakan iklim dan suasana.  

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan 

pada pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, 

menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, 

kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan 

lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk 

masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini 

kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif 

yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada 

masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan 

mereka dan mengajukan kegiatankegiatan yang dirancang 

untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian 

menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program 

nasional. Pemahaman ini menunjukan bawa program 

pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, 

dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai 

                                                             
25 Fajar Nugraha, Jejak Pemberdayaan (Bandung:Yayasan Rumah Zakat, 2019) 

h. 2 
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fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada 

sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.
26 

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang 

memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam 

pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai 

kemajuan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut 

dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:
27

  

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik 

tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap 

masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, 

karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan 

mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya.  

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-

langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim 

dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, 

dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta 

pembukaan akses kedalam berbagai peluang (opportunities) 

yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.  

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. 

Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah 

menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan 

dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan 

dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya 

dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak 

berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal 

itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan 

yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk 

                                                             
26Aprilia Theresia, et.al, Pembangunan Berbasis Masyarakat, 

(Bandung:Alfabeta,cetakan kesatu, 2014), h.124  
27
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mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta 

eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan 

masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin 

tergantung pada berbagai program bemberian (charity). 

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah 

bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai 

proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya 

pembangunan sendiri. 

 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. 

Kemandirian tersebut memiliki kemandirian berpikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 

tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu 

kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh 

kemamouan untuk memutuskan serta melakukan suatu yang 

dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah 

yang dihadapi dengan mempergunakan kemampuan 

kogmitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dengan 

mengarahkan sumber daya yang lainnya yang bersifat fisik 

material.  

a. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan 

kemampuan berfikir landasi oleh pengetahuan dan 

wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari 

solusi atau permasalahan yang dihadapi 

b. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku 

masyarakat yang terbentuk yang diarahkan kepada 

perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan 

dan pemberdayaan 

c. Kondisi efektif adalah merupakan sense yang dimiliki 

oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi 

untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. 

d. Psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang 

dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung 
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masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas 

pembangunan.  

 

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat  

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan 

dalam proses pemberdayaan masyarakat: 

a. Pertama, kecenderungan primer yaitu proses 

pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, 

kekuasaan, kemampuan dan pengambilan keputusan 

kepada masyarakat agar individu lebih berdaya 

b. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu proses yang 

menekankan pada upaya menstimulasi, mendorong 

atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan 

atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan hidupnya melalui proses dialog. 
Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan 

bersama-sama, tetapi yang sering terjadi adalah 

kecenderungan primer berjalan terlebih dulu untuk 

mendukung kecenderungan sekunder.
28

 

Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan tahapan 

pemberdayaan sebagai berikut: 

1. Penyuluhan 

Proses penyuluhan sering kali sulit 

dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua 

kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan 

kesadaran dan pemahaman tentang kegiatan 

pembangunan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, 

metode yang digunakan dalam proses penyadaran 

juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada 

proses sosialisasi.  

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh 

                                                             
28Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan 

Masyarakat di Lahan Gambut, (Bogor: Wetland International - IP, 2005), h. 53  
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kembangkan keyakinan masyarakat terhadap 

keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan 

dilakukan melalui pembangunan berbasis 

masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan 

untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau 

Achievement Monitoring Training (AMT), yaitu 

latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip 

prinsip pendidikan orang dewasa.
29

 

 

2. Pelatihan  

Secara umum pelatihan merupakan bagian dari 

pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam 

pengembangan individu, masyarakat, lembaga dan 

organisasi. Menurut Moekijat pelatihan adalah suatu 

bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar 

untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan 

diluar system pendidikan yang berlaku, dalam waktu 

yang relative singkat dan metode yang lebih 

mengutamakan prakter dari pada teori. Sasaran 

pelatihan adalah pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dan 

mampu mendorong peningkatan ekonomi 

dipedesaan. 

 

3. Pendampingan 

 Pendampingan dapat dipahami sebagai 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan 

menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, 

komunikator, motivator dan dinamisator. Pada 

dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk 

menyertakan masyarakat dalam mengembangkan 

berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas 

kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan 

untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan 

                                                             
29 Aprilia Theresia, et.al, ibid, h. 236 
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yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, 

membangun kemampuan dalam meningkatkan 

pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala 

bisnis serta mengembangkan perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan partisipatif 

 

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan  

Terdapat empat prinsip yang sering 

digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, 

yaitu prinsip kesetaraan, prtisipasi, keswadayaan atau 

kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih 

jelasnya sebagai berikut: 

a. Prinsip kesetraan  

Prinsip utama yang harus dipegang 

dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah 

adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan 

antara masyarakat dengan lembaga yan 

melakukan program-program pemberdayaan 

masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. 

Dinamika yang dibangun adalah hubungan 

kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme 

berbagai pengetahuan, pengalaman serta keahlian 

satu sama lain. Masing-masing saling mengakui 

kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi 

proses saling belajar. 

b. Partisipasi  
Program pemberdayaan yang dapat 

menstimulus kemandirian masyarakat adalah 

program yang bersifat partisipatif, direncanakan, 

dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh 

masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat 

tersebut perlu waktu dan proses pendampingan 

yang melibatkan pendamping yang berkomitmen 

tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. 
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c. Keswadaan atau kemandirian  
Prinsip keswadaan adalah menghargai 

dan mengedepankan kemampuan masyarakat 

dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak 

memandang orang miskin sebagai objek yang 

tidak berkemampuan (the have not), melainkan 

sebagai subjek yang memiliki kemampuan 

sedikit (the have little). Mereka mempunyai 

kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang 

mendalam tentang kendala-kendala usahanya, 

mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki 

tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-

norma brmasyarakat yang sudah lama dipatuhi. 

Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil 

harus dipandang sebagai penunjang, sehingga 

pemberian bantuan tidak justru melemahkan 

tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulai lah dari 

apa yang mereka punya”.Menjadi panduan untuk 

mengembangkan keberdayaan masyarakat. 

Sementara bantuan teknis harus secara terencana 

mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga 

pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan 

kepada masyarakat sendiri yang telah mampu 

mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

d. Berkelanjutan  
Program pemberdayaan perlu dirancang 

untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya 

peran pendamping lebih dominan dibanding 

masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan 

pasti, peran pendamping akan makin berkurang, 

bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat 

sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.
30
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5. Strategi pemberdayaan masyarakat 

 Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah 

perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia 

dapat peningkatan kualitas hidup dan 

kesejahteraannya. Namun keberhasilan 

pemberdayaan tidak sekedar menekan pada hasil, 

tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi 

yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan 

potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, 

agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan 

bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah 

dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan 

tersebut tentu saja beragam walaupun dalam satu 

komunitas.
31

 

 Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu 

dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut 

Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, 

penguatan, perlindungan, penyokongan dan 

pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang secara optimal. 

b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam 

memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. 

c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama 

kelompokkelompok lemah agar tidak tertindas 

oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaiangan yang tidak seimbang (apalagi tidak 

sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 
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mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat 

terhadap kelompok lemah. 

d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan 

dukungan agar masyarakat mampu menjalankan 

perannya dan tugas-tugas kehidupannya 

e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang 

kondusif agar tetap terjadi keseimbangan 

distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 

dalam masyarakat. 

 
      Strategi pemberdayaan, hakikatnya 

merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda 

dengan membuat model percontohan secara ideal, 

selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. 

Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, 

ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat 

seluasluasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih 

pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan 

masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, 

melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang 

disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan 

kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan 

demikian model atau strategi pemberdayaan akan 

beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat 

lokal.
32

 

 Masyarakat juga sangat heterogen. Oleh karena 

itu tanggapan, penerimaan dan pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan tentu akan berbeda. Dengan 

disebarluaskan kepada berbagai masyarakat, pada 

akhirnya akan terjadi proses penyesuaian. 

Keberhasilan juga akan beragam. Dalam gerakan 

masyarakat, model dan strategi pemberdayaan tidak 

bisa diseragamkan. Hal ini disesuaikan dengan 
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potensi, kebutuhan dan permasalahan yang ada 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi 

pemberdayaan masyarakat yang tepat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan. 

 Pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang 

tepat, karena kesalahan pendekatan justru dapat berakibat fatal. 

Demikian juga kesalahan dalam menangkap permasalahan, 

mengakibatkan kesalahan dalam menentukan cara 

pemecahannya. Menurut Ginanjar Kartasasmita, impelementasi 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga upaya:  

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat untuk berkembang.  

b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan 

menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, 

prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat di 

akses oleh masyarakat.  

c.Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah 

untuk mencegah persaiangan yang tidak seimbang dan 

eksploitasi terhadap yang lemah.
33

 

 

B. Konsep BUMDes  

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa 

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan 

Departemen Pedidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan 

Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan 

potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, 

BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. 

BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat 

desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model 

usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. 

Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme 

kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan 
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akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh 

anggota (one for all).
34

 

Beberapa pengertian Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) diantaranya:
35

 

a. BUMDes merupakan salah satu stategi kebijakan untuk 

menghadirkan institusi negara (kementerian desa KDTT) 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa 

(selanjutnya disebut desa tradisi berdesa). 
b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan 

membangun Indonesia dari pinggiran melalui 

pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif 
c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia didesa. 
d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian 

ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang 

strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. 
 

Pasal 213 undang-undnag nomor 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah disebutkan: 

a. Ayat 1 : “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa 
b. Ayat 2 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 berpedoman pada perundang-undangan”. 
c. Ayat 3 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 dapat melakukanpinjaman sesuai peraturan 

perundangundangan. 
Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 

mengatakan: “Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan gula mengelola 

                                                             
34

Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa 

(BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem 

Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4  
35
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aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa.” 

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga 

usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa 

dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk 

berdaasarkan kebutuhan potensi desa.
36

 

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes di atur 

dalam pasal 87 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:  

a. Ayat 1: “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

yang disebut BUMDes.  

b. Ayat 2: “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan 

dan kegotongroyongan. 

c. Ayat 3: “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi 

dan/atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi 

lainnya. Perbedaannya itu antara lain:  

a. Modal usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara 

bersama.  

b. Dana usaha bersal dari desa 51% dan dari masyarakat 49% 

melalui penyertaan modal (saham atau andil).  

c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar 

dari budaya lokal (local wisdom) 

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan kepada potensi 

dan hasil informasi pasar.  

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat 

melalui kebijakan desa (village policy).  

f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan 

pemdes.  

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama 

(Pemdes, BPD dan Anggota).
37
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2.  Tujuan Pendirian BUMDes 

          BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau 

penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini 

tujuan BUMDes yaitu: 

a. Meningkatkan perekonomian desa, 
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk 

kesejahteraan desa, 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa, 
d. Mengembangkan rencana kerja sama usah antar desa dan/atau 

dengan pihak ketiga. 
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga. 
f. Membuka lapangan kerja. 
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 

dan 
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli 

desa.
38 

   Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai 

lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan badan usahanya 

berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian 

BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan 

membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikannya. Selain 

untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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3.Jenis Jenis BUMDes  

    Ada beberapa Jenis Jenis BUMDes yaitu diantaranya sebagai 

berikut:  

a. Serving  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalani 

bisnis sosal , yang melayani warga yaitu dapat melakukan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini memberikan social 

benefits kepada wrga, meskipun tidak memperoleh 

economic profit yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, 

usaha listrik Desa, lumbung pangan. 

b. Banking  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan 

“bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan 

masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada 

bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para 

rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank 

desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan 

mikro desa. 

c. Renting 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan 

bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat 

setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. 

Ini sudah lama berjalan dibanyak desa, terutama desa-desa di 

Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung 

pertemuan, rumah toko, tanah. 

d. Brokering 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lembaga 

perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan 

pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk 

mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha 

masyarakat. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa 

mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk 

yang dihasilkan masyarakat. 
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e. Trading 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan 

bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun 

dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik 

es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi 

pertanian dll. 

 

f.  Holding 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai usaha 

bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di 

desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-

sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) agar tumbuh usaha bersama. Contoh: 

kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan 

mewadahi nelayan-nelayan kecil, “Desa Wisata” yang 

mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok 

masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, 

penginapan dll. 

 

C. Teori Pengorganisasian  

1. Pengertian Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen merupakan 

suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan 

alat atau wadah statis. Pengorganisasian dapat diartikan 

penentuan pekerjaan-pekerjaan yangf harus dilakukan, 

pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan 

kepada setiap masyarakat
39

 sebagai mana Allah SWT berfirman 

di dalam Al-Qur’an QS As-Safaat ayat 1-5 yang berbunyi:
40
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Surabaya, 2004), h.634  



37 

 

                   

               

 

Artinya:     “Demi Rombongan yang ber shaf-shaf dengan 

sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang 

melarang dengan sebenar-benarnya dari 

perbuatan-perbuatan maksiat, dan demi 

rombongan yang membacakan pelajaran, 

sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan 

langit dan bumi dan apa yang beradea di antara 

keduanya dan tuhan tempat-tempat terbit 

matahari”. ( QS. As-Saffat:1-5) 

 

    Mengenai ayat ini terdapat kandungan manfaat serta 

konsep di dalam berorganisasi, di dalam berorganisasi kita harus 

mengetahui penempatan fungsi pengorganisasian setelah fungsi 

perencanaan merupakan hal yang logis karena tindakan 

pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan 

pelaksanannya, dengan kata lain pengorganisasian para pelaksana 

tidak mempunyai pedoman kerja yang jelas dan tegas, ini yang 

dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan.  

 Sedangkan  Menurut para ahli, ada beberapa pengertian 

pengorganisasian diantaranya: 

Malayu S. P Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu 

proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam 

macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 

menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan 

alat alat yang diperlukan serta menetapkan kewenang secara 

relative kepada setiap indivindu yang akan melakukan aktivitas 

tersebut.
41
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George R. Terry, pengeorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara 

orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien 

dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 

melaksanakan tugas tugas tertentu dalam kondisi lingkungan 

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
42

 

M. Manullang, Organisasi dalam arti dinamis 

(Pengorganisasian) adalah proses penetapan dan pembagian 

pekerjaan, batasan tugas tugas atau tanggung jawab serta 

wewenang penetapan hubungan-hubungan antara unsur unsur 

organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja 

sama secara efektif untuk pencapaian tujuan.
43

 

2. Teori-Teori Pengorganisasian  

a. Teori Fusi (The Fussion Theory) 

  Teori fusi tentang pengorganisasian menekankan 

adanya dan pekerjanya suatu proses fussi dalam bidang 

pengorganisasian. Menurut penganut teori Fungsi sebuah 

organisasi berusaha untuk menggunakan indivindu guna 

melaksanakan tujuan tujuannya dan sebalik nya .  

b. Teori System (The Systems Theory) 

Pada teori system pengorganisasian dianggap suatu 

system variable yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Bagian bagian pokok system pengorganisasian adalah  

1) Indivindu   

2) Organisasi formal atau penyusunan fungsi-fungsi  

3) Organisasi Informal  

4) Pola Pola Kelakuan Terbalik yang timbul dari syarat- 

syarat peranan organisasi yang bersangkutan dan 

persepesi peranan individu 

5) Lingkungan fisik dimana pekerjaan dilakukan 
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3. Langkah-Langkah Pengorganisasian  

Pengorganisasian merupakan proses yang mana 

struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Proses ini meliputi 

ketentuan dan kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu 

untuk menyelesaikan semua tujuan organisasi, 

pengelompokkan kegiatan ini berkaitan dengan susunan yang 

logis dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan 

atau orang yang bertanggung jawab.
44

 

Adapun proses pengorganisasian adalah meliputi 

pembatasan dan jumlah tugas tugas, pengelompokkan dan 

pengklasifikasikan tugas-tugas, pendelegasian wewenang 

diantara karyawan perusahaan. Adapun proses langkah-

langkah dari pengorganisasian sebagai berikut:  

a. Tujuan, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang 

ingin dicapai ; profit motive atau service motive 

b. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus 

mengetahui, merumuskan dan mengspesifikasikan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan 

c. Pengelompokkan kegiatan-kegiatan artinya manajer 

harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan kedalam 

beberapa kelompok atas tujuan yang sama; kegiatan-

kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan 

kedalam suatu departemen atau satu bagian. 

d. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus 

mentakan besarnya wewenang yang akan didelegasikan 

kepada setiap departemen.  

e. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan 

jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian.  

f. Perincian Peranan Perorangan, artinya manajer harus 

menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap indivindu 

karyawan, supaya tumpang tindih tugas terhindarkan.  
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g. Tipe Organisasi artinya manajer harus menetapkan tipe 

organisasi apa yang akan dipakai, apakah “line 

organization, line and staffn organization ataukah 

function organization”.45
 

h. Struktur Organisasi (Organization chat = Bagan 

Organisasi), artinya manajer harus menetapkan struktur 

organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan apa 

struktur organisasi “segitiga vertika, segitiga horizontal, 

bentuk lingkaran, bentuk setengah lingkaran, bentuk 

kerucut vertical/horizontal atau bentuk oval”. 

 

4. Fungsi Pengorganisasian  

Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan 

untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, serta 

mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas 

yang satu dengan yang lainnya sehingga tugas tersebut dapat 

dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi disebut 

sebagai fungsi pengorganisasian. Sedangkan pengorganisasian 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para manajer 

untuk menetapkan hubungan kerja diantara para karyawan agar 

memungkinkan mereka mencapai tujuan organisasi secara 

efktif dan efisien.
46

 Dalam sumber yang lain mengatakan 

bahwa fungsi pengorganisasian adalah penetapan struktur 

peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan 

bagaian bagiannya, pengelompokkan aktivitas aktivitas, 

penugasan kelompok kelompok aktivitas kepada manajer 

manjer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, 

pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informal 

baik horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi.
47

 

Fungsi pengorganisasian (Organizing= Pembagian 

Kerja) berkaitan dengan fungsi perencana, karena 
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pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian 

pengorganisasian dan organisasi berbeda. Organizing berasal 

dari kota Organize yang berarti menciptakan struktur dengan 

bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga 

hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhdap 

keseluruhannya.
48

 

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan, fungsi 

pengroganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan 

suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan 

alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan 

penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. 

Pengelompokkan tugas-tugas dan membagi bagikan pekerjaan 

kepada setiap karyawan, penetapan departemen departemen 

(sub system) serta penemuan hubungan-hubungan.
49

 

 

D. Konsep Lembaga(Institusi) Masyarakat 

1. Pengertian Lembaga(Institusi) Masyarakat  

Secara naluri manusia cenderung hidup 

berkelompok,dorongan masyarakat untuk hidup berkelompok 

tidak hanya disebapkan karna manusia itu mahluk sosial atau 

mahluk bermasyarakat.Tetapi juga karna kebutuhan manusia 

untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta 

tuntutan kehidupan yang tidak mungkin dapat di penuhi oleh 

diri sendiri.Keadaan ini menyebapkan timbulnya berbagai 

macam kelompok dalam masyarakat,berbagai macam 

kelompok yang ada sering di sebut dengan istilah lembaga 

masyarakat.
50

 

 Lembaga masyarkat ialah sebuah lembaga yang di 

bentuk oleh pemerintah berdasarkan sebuah kebutuhan yang 

karna tugasnya berdasarkan pada suatu peratutan perundang-

undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan 

                                                             
48Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah, (Jakarta: 

Pt Bumi Aksara, 20110, Edisi revisi, h.118  
49

 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah, 

(Jakarta: Pt Bumi Aksara, 20110, Edisi revisi, h.121 
50Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi,(Yogyakarta :C.V Andi 

Offset,2003),h.12 
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masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan, kebahagiaan, 

dan kesejah teraan masyarakat.
51

 

  Djoko Edi Imrah mengemukakan Lembaga masyarakat 

adalah sekelompok individu yang secara bersama-sama terikat 

oleh sebuah kepentingan dan tujuan bersama yang dicapai 

melalui sebuah tindakan kolektif yang menempatkan diri 

mereka sebagai pelaku dalam proses pemecahan 

masalah.
52

Institusi lokal adalah suatu kelompok yang 

menampuk aspirasi masyarakat,baik yang mempunyai aturan 

secara tertulis maupun tidak tertulis,tumbuh dalam masyarakat 

serta bertujuan mencapai tujuan bersama.
53

 

  Sedangkan Koentjaraningrat mengemukakan lembaga 

masyarakat adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan 

yang berpusat pada aktivitas manusia-manusia untuk 

memenuhi kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. 

Soerjono Soekantopun mendefinisikan lembaga sosial adalah 

himpunan norma-norma yang berkisar pada suatu kebutuhan 

pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat
54

 Terbentuknya 

lembaga masyarakat bermula dari tumbuhny suatu kekuatan 

ikatan hubungan antara manusia dalam suatu kelompok 

masyarakat,ikatan hubungan antara masyarakat tersebut sangat 

erat kaitannya dengan keberlakuan suatu norma sebagai 

patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan kehidupan. 

Dari pengertian ini maka penulis simpulkan lembaga 

masyarakat merupakan sebuah kelompok individu yang 

bersama-sama terikat oleh sebuah kebutuhan demi mencapai 

kepentingan bersama dan memiliki sebuah sistem tata kelakuan 

dan hubungan yang berpusat pada aktivitas masyarakat  serta 

sebagai sebuah wadah dalam menampuk aspirasi masyarakat 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis namun bertujuan 

mencapai sebuah tujuan bersama. 

                                                             
51

 Ibid,h.12 
52Djoko Edi Imrah,Pemberdayaan Istitusi Lokal Dan Implikasinya Bagi 

Masyarakat,Jurnal Wacana,vol 10,No.1 Januari 2009,h.82  
53 Wursanto, Op.Cit,hlm.12 
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2. Tujuan dan Fungsi Lembaga(Institusi) Masyarakat  

Adapun fungsi lembaga masyarakat menurut Undang-

undang No.17 Tahun 2013 pasal 6 yaitu : 

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau 

tujuan organisasi 

b. Pembinaan dan pengembangan anggota masyarakat untuk 

mewujudkan tujuan organisasi 

c. Penyalu aspirasi masyarakat 

d. Pemberdayaan masyarakat 

e. Pemenuhan pelayanan sosial 

f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara ,menjaga dan 

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 

g. Pemelihara dan pelestari norma ,nilai dan etika dalam 

kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. 

               Sedangkan tujuan lembaga masyarakat antara lain : 

a) Untuk kesejahhteraan masyarakat dan tidak terlepas 

dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat 

b) Lembaga masyarakat merupakan institusi masyarakat 

yang bertujuan menyuarakan kepentingan yang ada di 

masyarakat.
55

 

 

3. BUMDes Sebagai Lembaga(Institusi) Masyrakat 

BUMDes adalah lembaga (institusi) milik masyarakat 

dan bekerja untuk masyarakat.Dalam pendiriannya BUMDes 

ini memiliki fungsi  yang tujuannya ialah untuk 

masyarakat,fungsinya ialah: 

1. Meningkatkan perekonomian Desa 

2. Meningkatkan pendapatan asli Desa 

3. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi pedesaan.Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha 

                                                             
55Ari Ganjar Hardiansah,Randi “Peran Organisasi Masyarakat Dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan”. Jurnal Pemikiran dan 

Penelitian Sosiologi .VOL.1,No.1,hal.52(Desember 2016). 
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Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari 

pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara 

kooperatif,partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel 

dan sustainabel.
56

 

Pendapat lain mengemukakan fungsi BUMDes ialah : 

1. Meningkatkan perekonomian Desa 

2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk 

kesejahteraan masyarakat 

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan 

potensi ekonomi Desa 

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara 

desa atau dengan pihak ketiga 

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 

mendukung kebutuhan layanan umum warga 

6. Membuka lapangan pekerjaan 

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

perbaikan pelayanan umum,pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi desa dan 

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan 

pendapatan asli desa.
57

 

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah 

satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya 

sebagai lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan 

badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, 

dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi 

desa yang mendirikannya. Selain untuk peningkatan 

pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
58
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BUMDes itu sendiri merupakan Badan Usaha Milik 

Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa 

sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes 

dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes 

juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa 

secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha 

yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. 

Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme 

kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan 

akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh 

anggota (one for all).
59

 

Kemudian di dalam Juknis BUMDes-BPMDK 

Langkat 2 menjelaskan Badan Usaha ini sesungguhnya telah 

diamanatkan dalam UU.No.6 Tahun 2014 tentang desa yang 

dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan menteri Desa,PDT 

dan transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian 

,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes).Sebagai ketentuan yang termaktub 

dalam peraturan mentri Desa,PDT dan transmigrasi tersebut 

bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain bertujuan 

peningkatan pendapatan asli Desa (PA DESA),oleh karnanya 

dalam rangka pengembangan perekonoman desa dan 

pengelolaan potensi yang ada,desa dapat membentuk 

BUMDes.Sementara itu tugas dan peran pemerintah adalah 

melakukan penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang arti pentingnya BUMDes bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.
60
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing Rukun 

Amrih Sentosa Sukoharjo 

1. Apa latar belakang didirikannya Kelompok ternak kambing di 

desa Sukoharjo? 

2. Apa tujuannya didirikannya Kelompok ternak kambing di desa 

Sukoharjo? 

3. Apa peran dinas peternakan untuk mewujudkan pengembangan 

kelompok ternak kambing di desa Sukoharjo? 

4. Siapa yang mengelola kelompok ternak kambingnya? 

5. Apa saja bentuk strategi pemberdayaan yang di laksanakan oleh 

pihak dinas peternakan kepada kelompok ternak kambing desa 

sukoharjo untuk pengembangan ternaknya? 

6. Kapan dan dimana strategi pemberdayaan masyarakat di desa 

sukoharjo di laksanakan? 

7. Bersumber dari manakah dana untuk mendirikan kelompok  

ternak kambing? 

8. Siapa saja pihak terkait dalam mengembangkan strategi 

perkembangan ternaknya? 

9. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya kelompok ternak 

kambing di desa sukoharjo? 

10. Apakah masyarakat di desa sukoharjo berantusias mengikuti 

anggota kelompok ternak dalam pengelolaan pembuatan susu 

kambing etawa? 

11. Siapa saja yang berantusias dalam pengelolaan pembuatan susu 

kambing etawa? 



12. Apakah pihak dinas peternakan tetap memonitoring dan dan 

mengevaluasi dalam setiap kegiatan perkembangan ternak 

kambing? 

 

B. Wawancara dengan Dinas Peternakan 

1. Bagaimana terbentuknya Dinas Peternakan di kabupaten 

pringsewu? 

2. Apa Tujuan Dinas Peternakan ini dibentuk? 

3. Bagaimana peran Dinas Peternakan untuk perkembangan 

kelompok ternak kambing? 

4. Apa saja kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan? 

5. Siapa yang mengelola kelompok ternak kambing di desa 

sukoharjo? 

6. Apakah kelompok ternak berhak dan memiliki kewajiban untuk 

mengelola peternakannya? 

7. Adakah prosedur khusus dalam mengikuti anggota kelompok 

ternak? 

8. Apakah ada manfaat yang dirasakan dari adanya kelompok ternak 

kambing ini? 

 

C. Wawancara dengan Anggota Kelompok Ternak 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Observasi 

 

1. Mengamati aktifitas dan kegiatan masyarakat dalam kegiatan 

BUMdes 

2. Mengamatai proses pembuatan usha-usaha yang di lakukan oleh 

nggota BUMdes 

3. Mengamati proses pemasaran usaha oleh BUMdes 

4. Mengamati partisipasi masyarakat dalam program BUMdes 

 

  



Pedoman Dokumentasi 

 

1. Sejarah desa Wonomarto 

2. Data kependudukan desa Wonomarto 

3. Data kondisi geografis desa Wonomarto 

4. Sejarah berdirinya BUMdes 

5. Struktur organisasi BUMdes 

6. Data kegiatan dalam program BUMdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSES PEMBUATAN PUPUK KOMPOS 

 

 

 

 

 
                                   Pembuatan Pupuk kompos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Proses pencampuran bahan-bahan pembuatan pupuk kompos 

 
 
 
 
 
 
 
 



WAWANCARA 

 

 
 
 

 
 

Wawancara Bersama Bapak Ali Hasan Selaku Anggota 

BUMdes 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Wawancara Bersama Bapak Dodo Selaku Tokoh dan 

Penggerak Masyarakat 

 
  



 

Hasil Produksi Pupuk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

  



  



  



  



 


